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2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pajak 
 Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang sangat penting yaitu 
sebagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan serta sebagai alat regulasi. 
Sebagai alat regulasi, pajak akan dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, 
stabilitas ekonomi, realokasi sumber–sumber ekonomi. Berdasarkan UU KUP 
Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1“Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. 
Definisi atau pengertian pajak menurut Sari (2013:34) adalah sebagai 
berikut: 
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi 
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan. 
 Sedangkan pengertian pajak Menurut Mardiasmo (2011:1) adalah “Pajak 
adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
 Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan pajak adalah iuran 
wajib warga negara yang bersifat dipaksakan dengan tidak dapat merasakan balas 
jasa/ imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan  tugas negara untuk menyelenggarakan 





Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Siti Resmi 
(2014:2), yaitu: 
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta   
aturan pelaksanaannya. 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 
dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 
public investment. 
 
2.1.2 Jenis Pajak 
1. Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif 
Pajak Subjektif ( Pajak yang bersifat perorangan ) yaitu jenis pajak yang 
dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib 
pajak ( status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau 
tidak ). Jadi pada dasarnya setiap orang yang menghuni wilayah di 
Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Mulai dari 
anak kecil hingga orang dewasa. Sementara bagi Warga Negara Asing 
(WNA)yang tinggal di Indonesia dikenakan wajib pajak jika memiliki 
keterikatan ekonomis dengan Indonesia, Contohnya jika WNA tersebut 
memiliki usaha di Indonesia maka akan dikenakan wajib pajak. Contoh 
pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh). 
b. Pajak Objektif 
Pajak Objektif ( Pajak yang Bersifat Kebendaan ) yaitu jenis pajak yang 
dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa 
memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Lebih tepatnya pajak 
objektif dikenakan pada seorang warga negara Indonesia jika penghasilan 





berlaku. Ada beberapa golongan warga negara Indonesia yang terkena wajib 
pajak jenis ini. Pertama, adalah mereka yang menggunakan benda atau alat 
yang menurut ketentuan dikenai pajak. Kedua, pajak yang diambil terkait 
kekayaan yang dimiliki, kepemilikan barang-barang mewah dan 
pemakaiannya. dan yang terakhir adalah jika seseorang melakukan 
pemindahan harta dari Indonesia ke suatu negara lain, maka aktivitas 
tersebut akan dikenai wajib pajak. Untuk contoh pajak objektif sendiri 
adalah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
2. Menurut Golongannya 
a. Pajak Langsung 
Jenis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung 
sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan 
kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri 
oleh wajib pajak bersangkutan. Pajak langsung biasanya melekat pada orang 
pribadi si wajib pajak, sehingga hak dan kewajibannya  tidak dapat 
dialihkan ke pihak lain. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung di 
antaranya adalah pajak:Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor. 
b. Pajak Tidak Langsung 
Jenis Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat 
dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya 
dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki 
surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara 
berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. 
Ada tiga unsur untuk mengenali pajak tidak langsung: 
1. Penanggung jawab pajak yaitu orang yang secara formal yuridis 
diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian 
yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. 






3. Pemikul beban pajak, yakni orang yang menurut maksud pembuat 
undang-undang harus memikul beban pajak. 
Pajak yang termasuk pajak tidak langsung di antaranya: 
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
b. Pajak bea masuk. 
c. Pajak ekspor 
3. Menurut Lembaga Pemungutan 
Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi 2 jenis pajak yaitu 
pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini 
adalah Direktorat jendral pajak (DJP) yang dibawah naungan Kementrian 
Keuangan, yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak 
yang dipungut dan dikelola oleh Badan pendapatan daerah. 
Contoh dari Pajak pusat adalah sebagai berikut: 
1. Pajak Penghasilan (PPh) 
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
6. Bea Materai. 
Sedangkan untuk Pajak daerah adalah sebagai berikut: 
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
2. Pajak Hotel dan Restoran 
3. Pajak Hiburan dan tontonan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 










2.1.3 Pajak Daerah 
  Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak 
daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara 
maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD 
lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi 
pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau 
dari tat aran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya 
(Putra,2018). 
UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai 
pengganti dari UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak 
dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak 
daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran 
penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi 
mengatur / regulasi (regulatory), penerimaan (budgetory), redistribusi 
(redistributive), dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi 
antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk 
alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di 
samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Fungsi pajak daerah dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi budgetory dan fungsi regulatory 
(Putra,2018).  
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  
  Fungsi yang paling utama dari pajak daerah  adalah untuk mengisi kas 
daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan 
sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk 
berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin 





dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan 
pemungutan pajak daerah. 
2. Fungsi Pengaturan/ Regulasi (Regulerend) 
Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur . Dalam hal ini 
pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat 
dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. 
Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah. Terlebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana 
untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup 
besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah 
dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang 
dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak 
daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap 
kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan 
prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi 
masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah. 
  Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, peningkatan 
pendapatan asli daerah (yang di dalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah 
terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan 
pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan 
daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai 
jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah untuk 
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan akibat dari 
pengenaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan 
ekonomi di daerahnya.  
  Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah. 
Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi 
pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui 
penerapan tarif yang berbeda antargolongan masyarakat. Kebijakan ini dapat 





perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi 
pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh 
daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di 
daerahnya. 
 
2.1.4 Prinsip-prinsip Pajak Daerah 
Pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga  
pemungutannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien . Dari sejumlah 
prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan 
beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain: 
1. Prinsip keadilan ( Equity) 
Dalam prinsip keadilan ditekankan pentingnya keseimbangan 
berdasarkan  kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud 
dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak yaitu dalam pemungutan 
pajak tidak ada pembedaan perlakuan di antara sesama wajib pajak yang memiliki 
kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek 
pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam 
prinsip keadilan ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama 
dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang 
berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan batas kemampuannya 
masing-masing. 
2. Prinsip Kepastian (Certainty). 
Dalam prinsip kepastian ini ditekankan pada pentingnya kepastian, baik 
bagi aparatur  pemungut pajak ataupun bagi wajib pajak. Kepastian di bidang 
pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian 
mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai 
tata cara pemungutan pajak. Adanya kepastian akan menjamin setiap wajib pajak 
untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, 







3. Prinsip Kemudahan (Convenience). 
Dalam prinsip kemudahan ini  ditekankan pada pentingnya saat dan 
waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. 
Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah 
menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan 
pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk 
membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu 
kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu 
mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. 
4. Prinsip efisiensi (Efficiency). 
Dalam prinsip efisiensi ditekankan pada poin pentingnya efisiensi 
pemungutan pajak,artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan 
pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. 
Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah 
sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan 
pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. 
Untuk mempertahankan keempat prinsip tersebut, maka perpajakan 
daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya 
yang terjadi di banyak negara berkembang, adalah:  
1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan 
antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos 
pemungutannya. 
2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, 
kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara 
tajam. 
3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan 









2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia 
Menurut Mardiasmo (2011 : 9) sistem pemungutan pajak terdiri atas : 
1. Self Assessment System 
Self Assessment System merupakan sebuah sistem pemungutan pajak 
yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh 
wajib pajak secara mandiri. Dapat juga dikatakan bahwa wajib pajak berperan 
aktif untuk menghitung sekaligus membayar serta melaporkan besaran 
pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi 
online dari pemerintah .Disini pemerintah memiliki peran dalam sistem 
pemungutannya yaitu sebagai pengawas dari para wajib pajak. Sistem ini 
biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Contoh dari sistem ini adalah 
jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). 
Sistem ini sudah diterapkan dan mulai diberlakukan setelah masa reformasi 
pajak di tahun 1983. Sistem ini juga berlaku hingga hari ini.Namun, sistem 
ini memiliki kekurangan yaitu wajib pajak harus menghitung sendiri besaran 
pajak terutang yang perlu dibayarkan, karenanya wajib pajak juga biasanya 
akan berusaha menyetorkan pajak serendah mungkin. Kekurangan inilah juga 
yang menyebabkan wajib pajak membuat banyak laporan palsu atas 
pelaporan kekayaan yang dimilikinya. 
Ciri-ciri Self Assessment System: 
a. Penentuan besaran pajak dilakukan secara sendiri oleh wajib pajak. 
b. Wajib pajak harus berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya 
mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya. 
c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, namun apabila 
wajib pajak telat melaporkan pajak, telat membayar pajak atau terdapat 
pajak yang harus diselesaikan wajib pajak namun tidak dibayarkan, maka 
pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. 
2. Official Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang satu ini berbeda dengan Self Assessment 
System, pada sistem pemungutan pajak ini pemungutan pajak yang 





petugas perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Pada 
sistem ini, para wajib pajak bersikap lebih pasif dan nilai pajak terutangnya 
akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapannya oleh petugas perpajakan. 
Salah satu contohnya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB), wajib pajak tidak 
perlu lagi menghitung besaran pajaknya, mereka hanya tinggal melakukan 
pembayaran sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).   
Ciri-ciri Official Assessment System: 
a. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan besaran pajak 
b. Nominal pajak sudah dihitung oleh petugas pajak 
Pemerintah memiliki hak penuh saat menentukan besaran pajak yang 
dibayarkan. Besaran pajak akan diketahui sesudah petugas pajak melakukan 
perhitungan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 
3. Witholding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 
memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 
wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak 
ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
 
2.1.6 Pajak Kabupaten/Kota dan Pajak Provinsi 
1. Pajak Kabupaten/Kota 
a. Pajak Hotel 
 Tarif Maksimal  :10% 
 Objek Pajak Daerah :Pelayanan   yang  disediakan  oleh      hotel  
dengan pembayaran, termasuk jasa 
penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 
sifatnya memberikan kemudahan dan 







 Sistem Pungutan  :Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah :Orang pribadi atau badan  yang  melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau 
badan yang mengusahakan hotel. 
b. Pajak Restoran 
 Tarif Maksimal  :10 % 
 Objek Pajak Daerah  :Pelayanan yang disediakan oleh restoran 
 Sistem Pungutan   :Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang  pribadi atau  badan yang  membeli  
  makanan/minuman dari restoran 
c. Pajak Hiburan 
 Tarif Maksimal  :• Hiburan umum(35%) 
      • Hiburan khusus(75%) 
      • Hiburan rakyat/ tradisional  (10%) 
 Objek Pajak Daerah  : Jasa   penyelenggaraan   hiburan    dengan  
dipungut bayaran 
 Sistem Pungutan   : Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang pribadi atau badan  yang menikmati  
hiburan. 
d. Pajak Reklame 
 Tarif Maksimal  : 25 % 
 Objek Pajak Daerah  : Semua penyelenggaraan reklame 
 Sistem Pungutan   : Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah :  Orang    pribadi   atau      badan       yang   
menggunakan  reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan  
 Tarif Maksimal  :•PPJ umum (10 %) 
 •PPJ dari sumber lain oleh industri,    
pertambangan, minyak bumi dan gas  





      •PPJ yang dihasilkan sendiri(1.5%) 
 Objek Pajak Daerah  :  Penggunaan   tenaga    listrik,  baik   yang 
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh 
dari sumber lain. 
 Sistem Pungutan   : Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah :  Orang pribadi atau badan yang dapat  
menggunakan tenaga listrik 
f. Pajak Parkir 
 Tarif Maksimal  : 30 % 
 Objek Pajak Daerah  : Penyelenggaraan     tempat   parkir   diluar  
badan jalan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun 
yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. 
 Sistem Pungutan   : Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang pribadi atau badan yang melakukan 
parkir kendaraan bermotor. 
g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 Tarif Maksimal  : 25 % 
 Objek Pajak Daerah  : Kegiatan    pengambilan   mineral   bukan 
logam dan batuan. 
 Sistem Pungutan   : Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang pribadi   atau  badan   yang    dapat  
mengambil mineral bukan logam dan 
batuan 
h. Pajak Air Tanah 
 Tarif Maksimal  : 20 % 






 Sistem Pungutan   : Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang pribadi atau badan yang  melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah 
i. Pajak Sarang Burung Walet  
 Tarif Maksimal  : 10 % 
 Objek Pajak Daerah  : Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang 
burung walet. 
 Sistem Pungutan   : Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang pribadi atau badan yang  melakukan 
pengambilan dan/atau mengusahakan 
sarang burung walet. 
j. Pajak PBB Perdesaan Perkotaan  
 Tarif Maksimal  : 0.3 % 
 Objek Pajak Daerah  : Bumi  dan / atau  bangunan yang  dimiliki,  
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 
 Sistem Pungutan   : Official Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang   pribadi   atau  badan  yang  secara  
nyata mempunyai suatu hak atau bumi 
dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai, dan atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. 
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
 Tarif Maksimal  : 10 % 






 Sistem Pungutan   : Official Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang pribadi atau badan yang  
memperoleh hak atas tanah dan/atau 
bangunan. 
2. Pajak Provinsi 
a.  Pajak Kendaraan Bermotor 
 Tarif Maksimal  :•Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi  
        pertama(1-2%) 
 •Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi   
kedua dan seterusnya. (2-10%) 
 •Tarif PKB alat berat dan alat alat  
besar(0.1-0.2%) 
 •Tarif PKB untuk angkutan umum,  
ambulans , pemadaman kebakaran, sosial   
keagamaan, lembaga sosial dan  
keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda 
(0,5%-1%) 
 Objek Pajak Daerah  : Kepemilikan     dan    /  atau     penguasaan  
Kendaraan Bermotor. 
 Sistem Pungutan   : Official Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang  pribadi  atau badan  yang memiliki 
dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 
b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
  Tarif Maksimal  :• Penyerahan pertama (20%) 
 •Penyerahan kedua dan seterusnya (1%) 
 •Penyerahan pertama alat alat berat dan 
alat alat besar (0.75) 
 •Penyerahan kedua dan seterusnya alat alat 
berat dan alat alat besar(0.075%) 






 Sistem Pungutan   : Official Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang   pribadi    atau   badan  yang dapat  
menerima penyerahan kendaraan 
bermotor 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
 Tarif Maksimal  : 10 % 
 Objek Pajak Daerah  : Bahan   bakar   kendaraan  bermotor   yang  
disediakan atau dianggap digunakan untuk 
kendaraan bermotor, termasuk bahan 
bakar yang digunakan untuk kendaraan di 
air. 
 Sistem Pungutan   : Official Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Konsumen  bahan      bakar      kendaraan 
bermotor. 
d.  Pajak Rokok 
 Tarif Maksimal  : 10 % 
 Objek Pajak Daerah  : Konsumsi rokok. 
 Sistem Pungutan   : Official Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Konsumen rokok. 
e.  Pajak Air Permukaan 
 Tarif Maksimal  : 10 % 
 Objek Pajak Daerah  : Pengambilan  dan / atau  pemanfaatan air 
permukaan. 
 Sistem Pungutan   : Self Assessment 
 Subjek Pajak Daerah  : Orang   pribadi   atau   badan   yang   dapat  
melakukan pengambilan dan/atau 








2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor 
2.1.7.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan 
kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah 
kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua 
jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 
besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 
secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
Dikecualikan dari kendaraan bermotor, yaitu : 
a. Kereta api 
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan negara. 
c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 
pemerintah. 
d. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat 
dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan 
daerah. 
e. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau 
importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual. 
f. Kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang 
berada di wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturutturut 
terhitung mulai masuk wilayah provinsi. 
g. Kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/ disita 
oleh negara.  
Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 





2.1.7.2 Perhitungan dan Tarif 
Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur 
pokok yaitu:  
a. Nilai jual kendaraan bermotor  
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau 
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 
 Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:  
        Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan pajak 
          = Tarif Pajak X (NJKB x Bobot) 
 Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif 
PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai 
dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu .  
a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan 
bermotor pribadi. 
b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. 
c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulan, pemadam 
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 
Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah. 
d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat 
dan alat-alat besar. 
 Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya 
dikenakan tarif secara progresif. Tarif progresif yang dimaksud besarnya sebagai 
berikut:  
a. Kepemilikan kedua 2 % (dua persen) 
b. Kepemilikan ketiga 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen). 
c. Kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5 % (dua koma lima persen) . 
Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk 
yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk 
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan 





2.1.8 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
2.1.8.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan 
bermotor saat ini membuat masyarakat sering berubah selera untuk memilikinya, 
hal ini mengakibatkan mudahnya perpindahan kepimilikan kendaraan yang 
memicu pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah adalah pajak atas penyerahan hak milik 
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 
pemasukan ke dalam badan usaha (Perda No 3 Tahun 2011). Penguasaan 
kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan. 
tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.  
Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan 
bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :  
a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; 
b. Untuk diperdagangkan. 
c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia dan 
digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga 
bertaraf internasional. 
 
2.1.8.2 Tarif dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor 
(NJKB) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 5 ayat (9) yakni unsur Nilai Jual Kendaraan 
Bermotor dan  bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 
dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 
 
Tarif x NJKB 







Tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :  
a. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen).  
b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).  
Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai 
berikut : 
a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima 
persen) 
b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol 
tujuh puluh lima persen). 
 
2.1.9 Retribusi Daerah 
2.1.9.1 Pengertian Retribusi Daerah 
Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009,”retribusi daerah 
merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan.” 
2.1.9.2 Objek Retribusi Daerah 
Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat 
dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 
pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. jasa tertentu 
tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan 
perizinan tertentu.  
a. Jasa Umum, berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
b. Jasa Usaha, berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah 






c. Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah 
daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
2.1.9.3 Jenis Retribusi Daerah 
Jenis retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa 
umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu .  
1. Retribusi Jasa Umum  
Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum 
untuk pemerintah provinsi adalah sebagai berikut: 
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,untuk pungutan atas 
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan 
pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah 
rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan 
kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. 
b. Retribusi Pelayanan Kesehatan ,untuk pungutan atas pelayanan kesehatan 
di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSU Daerah, dan tempat kesehatan lain 
sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, untuk 
pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu 
identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk 
musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil. 
d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, untuk pungutan atas 
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, 
penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang 






e. Retribusi Pelayanan Pasar, untuk pungutan atas penggunaan fasilitas 
pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan 
khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang 
dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
f. Retribusi Pelayanan Parkir ,untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi 
jalan umum yang disediakan oleh daerah. 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, untuk pungutan atas pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, untuk pungutan atas 
pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat 
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, untuk pungutan atas 
pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, untuk pungutan atas 
pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak 
termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta. 
k. Retribusi Pengolah Limbah Cair, untuk pungutan atas pelayanan 
pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang 
dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah 
l. Retribusi Pelayanan Pendidikan, untuk pungutan atas pelayanan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah 
daerah. 
m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, untuk pungutan atas pelayanan 
pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan 
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk pungutan atas 





o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas 
jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan 
tertentu. 
Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya 
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 
2. Retribusi Jasa Usaha  
Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi meliputi berikut ini.  
a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, untuk pungutan atas 
penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas 
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak 
termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta. 
b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,untuk pungutan atas pemakaian 
kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk 
pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak 
termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah 
tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain. 
c. Retribusi Terminal, untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan 
penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat 
kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang 
dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh 
pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. 
d. Retribusi Tempat Pelelangan ,untuk pungutan atas pemakaian tempat 
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk 
melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. 
e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, untuk pungutan atas 
pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau 
dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, 





f. Retribusi Tempat Khusus Parkir ,untuk pungutan atas pemakaian tempat 
parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, 
terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. 
g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ,untuk pungutan atas pelayanan jasa 
kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah 
daerah. 
h. Retribusi Rumah Potong Hewan, untuk pungutan atas pelayanan 
penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola 
oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 
dan sesudah dipotong. 
i. Retribusi Penyeberangan di Air, untuk pungutan atas pelayanan 
penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air 
milik/kelola daerah. 
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, untuk pungutan atas pemakaian 
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh 
daerah. 
k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, untuk pungutan atas 
penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil 
penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.  
Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang 
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 
3. Retribusi Perizinan Tertentu  
a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,untuk pungutan 
atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman 
beralkohol di suatu tempat tertentu. 
b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk pungutan atas 





c. Retribusi Izin Trayek ,untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin 
usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada 
satu atau beberapa trayek tertentu. 
d. Retribusi Izin Gangguan ,untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin 
tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan 
bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang 
telah ditentukan oleh daerah. 
e. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) 
untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi 
kerja tenaga asing. 
f. Retribusi Izin Usaha Perikanan, untuk pungutan atau pemberian izin 
untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 
Untuk tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, 
penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin 
tersebut. 
 
2.1.10 Pendapatan Asli Daerah 
Dalam era otonomi daerah ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih 
besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti, 
idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan 
terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya 
diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) 
dalam hal pembiayaan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu 
menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi 
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah 
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 





(Halim,2016) . Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, 
karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai 
kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.  
PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, karena penyelenggaraan pemerintah di 
daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang 
memadai,diamping dana yang berasal dari pusat. Namun demikian, meskipun 
terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu 
bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-
sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber 
penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap 
dalam koridor peraturan perundang-undangan. 
Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu 
ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk 
penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun 
meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab dapat dilaksanakan (Darise,2008). Besarnya PAD yang 
diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, 
karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada 
kewenangannya. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat/ 
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri guna membiayai setiap pengeluaran-
pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya 
pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis 
pendapatan (Halim,2016) , yaitu: 
1. Pajak Daerah, terdiri dari  Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota  
2. Retribusi Daerah, terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa 





3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 
Yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil 
pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, 
keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 
komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 
mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian 
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2.3 Kerangka Penelitian 
 Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaiman teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 
yang penting (Mardiasmo,2011). Penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang 
menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun  berdasarkan pada 
tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir 
ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis,maka penulis 
mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir pada gambar 2.1 berikut. 
 












                                                              
Sumber : Data Diolah Peneliti ,2020  
Gambar 2.1 
Skema Kerangka Pemikiran 
Keterangan : 
   : Menunjukkan secara parsial 
































2.4 Hipotesis Penelitian 
Menurut Sugiyono (2019: 99-100), hipotesis adalah jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang 
diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan,belum didasari pada fakta-
fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 
dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 
jawaban yang empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau 
ingin kita pelajari. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan 
masalah,yaitu menguji apakah pajak kendaraan bermotor,bea balik nama 
kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar berpengaruh terhadap pendapatan asli 
daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan. Dalam merumuskan 
suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif 
(untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis. 
Berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat selanjutnya disusun hipotesis 
seperti berikut. 
1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 
Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah , 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan 
kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah 
kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua 
jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 
besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 
secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Di Sumatera 
Selatan  sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi 
pendapatan asli daerah, hal ini sejalan dengan penelitian Aliah,et.al. (2019) bahwa 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 





penerimaan daerah yang bersumber dari PKB akan semakin tinggi pula PAD. 
Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan: 
H1  :Pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap  pendapatan asli  daerah  
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 
Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 
Kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan 
bermotor saat ini membuat masyarakat sering berubah selera untuk memilikinya, 
hal ini mengakibatkan mudahnya perpindahan kepimilikan kendaraan yang 
memicu pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah adalah pajak atas penyerahan hak milik 
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 
pemasukan ke dalam badan usaha (Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011). 
Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai 
penyerahan. tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian 
sewa beli, sehingga penelitian ini sejalan dengan Rakatitha dan Gayatri (2017) 
bahwa kontribusi  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor berpengaruh  positif 
signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Provinsi  Bali  tahun  2013-2016. 
Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan: 
H2   :Bea balik nama kendaraan bermotor   berpengaruh  terhadap  pendapatan  
asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009, retribusi daerah merupakan 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. Retribusi daerah memiliki arah hubungan yang positif 
terhadap PAD, hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhan (2019)  bahwa 
retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Sumatera Utara. 





H3  :Retribusi  daerah  berpengaruh   terhadap   pendapatan   asli  daerah pada  
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
4. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.  
 Di Provinsi Sumatera Selatan, pajak daerah menyumbang jumlah yang 
cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak 
daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 
kendaraan bermotor. Pajak dan retribusi daerah bagi pemerintah daerah berperan 
sebagai sumber pendapatan utama (budgetary function) dan juga sebagai alat 
pengatur (regulatory function). Pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 
daerah digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah itu sendiri. bagi 
suatu daerah, terutama dalam meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri dan 
merupakan pemasukan dana yang cukup potensial karena besaran penerimaan 
pajak dan retribusi akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, 
perekonomian dan stabilitas politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji ada atau tidaknya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Berdasarkan teori tersebut dapat 
disimpulkan: 
H4  :Pajak  kendaraan  bermotor , Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor   dan   
retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh  terhadap   pendapatan 
asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
 
